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Abstract : This study aims to analyze significant changes in Indonesia's constitutional law, particularly regarding the
Constitutional Court's decision on the age limit for presidential and regional head candidates. Decision No. 78/PUU-
XX1/2023 lowers the minimum age, previously set at 40 years, to be more inclusive for younger generations. Using a
normative juridical approach, this research evaluates the legal and political impacts of this change and its
implications for Indonesia’s electoral system. Based on an analysis of legal documents and data from the Central
Bureau of Statistics (BPS), the study finds that youth political participation is expected to increase, given the
dominance of the productive age population in Indonesia's demographics. This decision is anticipated to facilitate
broader participation from younger generations, both as voters and potential leaders. However, debates remain
regarding the experience and competence of young leadership candidates. In conclusion, the Constitutional Court's
decision reflects a move towards a more inclusive democracy but requires additional policies to ensure that young
leaders elected possess adequate capacity to manage governance.

Keywords: Constitutional Court, age limit, presidential candidates, regional head candidates, youth, constitutional
law, political participation.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan signifikan dalam hukum konstitusi Indonesia,
khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon kepala daerah.
Putusan No. 78/PUU-XX1/2023 menurunkan batas usia minimal, yang sebelumnya 40 tahun, menjadi lebih inklusif
untuk generasi muda. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi dampak hukum dan politik
dari perubahan ini serta implikasinya terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap
dokumen hukum dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik
generasi muda diperkirakan akan meningkat, mengingat dominasi populasi usia produktif dalam demografi Indonesia.
Putusan ini diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi lebih luas dari generasi muda, baik sebagai pemilih maupun
calon pemimpin, namun masih terdapat perdebatan tentang pengalaman dan kompetensi calon pemimpin muda.
Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, tetapi
memerlukan kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa pemimpin muda yang terpilih memiliki kapasitas memadai
dalam mengelola pemerintahan.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, batas usia, calon presiden, calon kepala daerah, generasi muda, hukum konstitusi,
partisipasi politik.

1. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi modern, pemilihan umum (pemilu) memegang peranan penting sebagai

mekanisme penentuan pemimpin negara dan bentuk nyata kedaulatan rakyat. Pemilu
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memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling layak untuk
memimpin dan melaksanakan mandat publik. Di Indonesia, regulasi tentang pemilu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur
berbagai aspek teknis dan normatif mengenai pelaksanaan pemilu, termasuk syarat-syarat bagi
calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini
adalah batasan usia minimal bagi calon presiden dan kepala daerah, yang sebelumnya diatur
minimal berusia 40 tahun (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf q).

Namun, ketentuan usia minimal ini telah menjadi perdebatan, terutama karena dianggap
terlalu membatasi ruang partisipasi politik bagi generasi muda yang memiliki potensi besar untuk
memimpin, tetapi terhalang oleh batasan usia yang tinggi. Berbagai pihak menilai bahwa usia tidak
selalu menjadi ukuran yang objektif untuk menilai kompetensi kepemimpinan seseorang. Sebagai
contoh, banyak negara di dunia yang telah mengadopsi aturan yang lebih inklusif, memungkinkan
calon-calon muda untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik (Sutrisno, 2022). Penelitian oleh
Brown (2021) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa generasi muda, terutama mereka yang
berada di kelompok usia 25-40 tahun, telah menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan inovatif
di berbagai sektor publik dan swasta.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, melalui putusan terbarunya, merespons desakan
publik ini dengan mengabulkan permohonan uji materi terkait batasan usia calon presiden dan
kepala daerah. Putusan MK No. 78/PUU-XX1/2023 menetapkan penurunan batas usia minimal
bagi calon presiden dan kepala daerah, menjadikannya lebih fleksibel. Dalam pertimbangannya,
MK menekankan bahwa pembatasan usia harus proporsional dan tidak boleh menghalangi hak
konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih (Mahkamah Konstitusi, 2023). Hal
ini sesuai dengan prinsip demokrasi inklusif yang diatur dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (3),

yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Secara demografis, Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena **bonus demografi**,
di mana populasi usia produktif, termasuk generasi muda, mendominasi jumlah penduduk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pemilih muda berusia 17 hingga 40 tahun
diproyeksikan mencapai 52 juta pada Pemilu 2024, atau sekitar 40% dari total pemilih nasional
(BPS, 2023). Fenomena ini menunjukkan pentingnya peningkatan partisipasi politik generasi

muda dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Generasi ini tidak hanya penting
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sebagai pemilih, tetapi juga sebagai kandidat potensial yang dapat membawa perubahan dan

inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian oleh Tapsell (2022) menyoroti bahwa generasi muda di Indonesia memiliki
kesadaran politik yang semakin meningkat, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan
media sosial. Pemilih muda di Indonesia lebih kritis terhadap isu-isu politik dan kebijakan, dan
mereka cenderung mendukung calon-calon yang mereka anggap mampu merespons tantangan
zaman dengan cara yang inovatif. Namun, di sisi lain, hambatan struktural seperti batasan usia
minimal sering kali menghalangi generasi muda untuk terlibat lebih jauh dalam politik elektoral,

termasuk mencalonkan diri sebagai presiden atau kepala daerah.

Putusan MK untuk menurunkan batas usia ini diharapkan dapat mendorong partisipasi
yang lebih luas dari generasi muda dalam politik elektoral. Dengan adanya aturan baru ini, generasi
muda tidak lagi hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek yang aktif berperan dalam
menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, representasi
yang lebih inklusif dan beragam di tingkat kepemimpinan nasional dan daerah diharapkan dapat
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, karena semakin banyak calon dengan latar
belakang usia, gender, dan pengalaman yang lebih beragam (MK, 2023).

Namun, meskipun putusan ini diharapkan membawa dampak positif, beberapa kritikus
menyoroti bahwa usia yang lebih muda tidak selalu berarti kompetensi yang lebih baik.
Pengalaman dan kedewasaan tetap dianggap sebagai faktor penting dalam kepemimpinan. Oleh
karena itu, diperlukan kebijakan tambahan yang memastikan bahwa calon muda memiliki
kualifikasi dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang
kompleks (Wahyuni, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak hukum dan politik
dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan kepala daerah, serta untuk
melihat bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dan
kualitas demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini penting
untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan ini benar-benar dapat membawa manfaat yang
diharapkan bagi pembangunan politik di Indonesia.
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2. Rumusan Masalah
Beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mempengaruhi batas usia calon
presiden dan kepala daerah?

2. Apa implikasi hukum dari perubahan tersebut terhadap sistem pemilihan umum di

Indonesia?

3. Apakah perubahan ini akan meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam proses

demokrasi?
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK terkait batas usia calon presiden dan
kepala daerah, serta mengevaluasi implikasi hukum dari perubahan ini terhadap pemilu. Penelitian
ini juga berupaya mengidentifikasi potensi peningkatan partisipasi generasi muda dalam politik

dan bagaimana perubahan ini bisa memengaruhi kualitas demokrasi ke depan (Arif, 2024).
2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi merupakan fondasi bagi seluruh sistem hukum di Indonesia, yang
berfungsi sebagai landasan normatif dan prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam
konteks demokrasi, hukum konstitusi tidak hanya mengatur hak-hak dasar warga negara, tetapi
juga menentukan mekanisme dan prosedur yang harus diikuti dalam kehidupan bernegara,
termasuk pemilihan umum (Budiardjo, 2021). Pemilu, sebagai instrumen penting dalam demokrasi,
menjadi salah satu manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk

memilih dan dipilih dalam proses politik.

Salah satu prinsip utama yang diatur dalam **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**
adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperolen kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.” Ini mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap demokrasi inklusif
yang memastikan setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau usia,

memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik (Sutrisno, 2022). Pengaturan
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ini diperkuat oleh prinsip non-diskriminasi yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan

bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."

Konsep ini relevan dalam konteks perdebatan mengenai batas usia minimal untuk calon
presiden dan kepala daerah. Batas usia yang terlalu tinggi dianggap sebagai bentuk diskriminasi
terselubung yang menghalangi partisipasi politik generasi muda, yang pada kenyataannya telah
menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang signifikan di berbagai sektor. **Studi oleh Roberts
dan Millar (2020)** di Kanada menunjukkan bahwa usia yang lebih muda tidak mengurangi
kemampuan seseorang untuk memimpin, melainkan dapat membawa perspektif baru dan inovatif
dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai usia calon presiden dan
kepala daerah harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi serta memperluas partisipasi

politik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kaum muda (Roberts & Millar, 2020).

Dalam praktik di beberapa negara demokrasi lainnya, pengaturan usia untuk jabatan publik
lebih fleksibel. Di Prancis, misalnya, usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah
18 tahun, sementara di Amerika Serikat, usia minimalnya adalah 35 tahun (Brown, 2022).
Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang
pengalaman usia, tetapi juga tentang kompetensi, visi, dan kemampuan untuk memahami

tantangan zaman.
2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Terkini

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan
penting terkait batas usia minimal calon presiden dan kepala daerah, melalui **Putusan No.
78/PUU-XXI1/2023**. Putusan ini muncul sebagai respons atas beberapa uji materi yang diajukan
terhadap ketentuan usia minimal dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum**, yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon
presiden dan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi, 2023). Pemohon uji materi menilai bahwa
batas usia tersebut membatasi hak konstitusional warga negara, terutama generasi muda, untuk

berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai usia
minimal 40 tahun tidak lagi relevan dengan konteks sosial dan politik Indonesia saat ini.
Mahkamah menggarisbawahi bahwa batas usia tersebut bersifat diskriminatif dan menghalangi

potensi calon pemimpin dari kalangan muda yang mampu membawa perubahan signifikan dalam
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pemerintahan. **Penelitian oleh Yuliana (2022)** menunjukkan bahwa generasi muda di
Indonesia, terutama mereka yang berusia di bawah 40 tahun, memiliki potensi besar dalam hal
kepemimpinan. Studi tersebut mencatat bahwa lebih dari 60% pemimpin muda yang berada di
sektor swasta dan organisasi non-pemerintah di Indonesia telah menunjukkan kapasitas inovatif

dalam manajemen dan kebijakan publik (Yuliana, 2022).

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya juga merujuk pada prinsip inklusivitas dan hak
asasi manusia yang termaktub dalam berbagai konvensi internasional, seperti **International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)**, yang menjamin hak setiap individu untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi (ICCPR, 1966). Dalam konteks ini,
Mahkamah menyatakan bahwa usia tidak dapat menjadi satu-satunya faktor yang menentukan
kemampuan seseorang untuk memimpin. Keputusan ini merupakan langkah progresif dalam

membuka ruang politik yang lebih luas bagi calon pemimpin muda.

Menurut data dari **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, sekitar 52 juta pemilih pada
Pemilu 2024 berasal dari kelompok usia muda, yaitu antara 17 hingga 40 tahun, yang mencakup
hampir 40% dari total pemilih nasional (KPU, 2023). Dengan demikian, putusan Mahkamah
Konstitusi diharapkan dapat memicu lebih banyak calon pemimpin muda yang maju dalam pemilu,
sekaligus merefleksikan perubahan demografis Indonesia yang semakin didominasi oleh populasi
muda. **Tapsell (2022)** mencatat bahwa semakin banyaknya keterlibatan pemilih muda dalam
politik dapat mempercepat proses transformasi demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal
reformasi kebijakan dan inovasi publik (Tapsell, 2022).

Namun, di sisi lain, putusan ini juga memicu perdebatan tentang kompetensi dan kesiapan
calon pemimpin muda dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan. **Kritikus seperti
Wahyuni (2024)** menyoroti bahwa meskipun usia tidak harus menjadi faktor penentu utama, ada
kekhawatiran bahwa calon pemimpin muda mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup
untuk menangani tantangan-tantangan besar dalam pemerintahan, seperti krisis ekonomi, stabilitas
politik, dan manajemen birokrasi (Wahyuni, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
partai politik untuk mengembangkan sistem rekrutmen dan pendidikan politik yang dapat

mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tentang penurunan batas usia minimal

calon presiden dan kepala daerah merupakan langkah penting dalam mendorong partisipasi politik
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generasi muda. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan regulasi dan pendidikan politik
yang memadai untuk memastikan bahwa calon pemimpin muda dapat menjalankan tugasnya

dengan kompeten dan profesional.
3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yang berfokus pada analisis
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademis yang relevan.
Penelitian ini juga memanfaatkan **studi kasus** untuk mengevaluasi putusan Mahkamah
Konstitusi terbaru tentang usia calon presiden dan kepala daerah. Data yang digunakan berasal
dari sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, dokumen hukum, laporan pemerintah, dan
statistik pemilih (Yuliana, 2023).

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan
batas usia calon pemimpin berdampak pada pelaksanaan pemilu dan tata kelola pemerintahan di
Indonesia. **Data kuantitatif** dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pusat Statistik mengenai
demografi pemilih juga digunakan untuk memperkuat analisis tentang potensi dampak perubahan

ini terhadap partisipasi pemilih muda (BPS, 2023).
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia calon presiden dan kepala
daerah menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong reformasi sistem demokrasi di
Indonesia. Sebelumnya, batas usia minimal untuk calon presiden diatur dalam **Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menetapkan usia minimal 40 tahun (Pasal
169 huruf g). Melalui Putusan **No. 78/PUU-XXI1/2023**, MK menurunkan batas usia tersebut
dengan alasan memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam
pemerintahan dan memperkaya kebijakan publik dengan perspektif yang lebih segar dan inovatif
(MK, 2023).

Secara global, negara-negara maju seperti Prancis dan Finlandia telah lebih dulu
menerapkan kebijakan penurunan usia untuk posisi politik tinggi, dengan usia minimal yang relatif
lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Di Prancis, usia minimal untuk mencalonkan diri

sebagai presiden adalah 18 tahun, sementara di Finlandia 35 tahun (Budi, 2024). Perubahan ini
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merupakan respon terhadap dinamika sosial dan politik yang semakin membutuhkan adaptasi
cepat dari pemerintah, serta keterlibatan langsung generasi muda yang lebih familiar dengan

perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, diharapkan dapat
mengadopsi pendekatan serupa guna mendorong sistem pemilihan yang lebih inklusif. **Bonus
demografi** yang dialami Indonesia menjadi latar belakang penting dalam perubahan ini, di mana
lebih dari 40% pemilih berasal dari generasi muda (BPS, 2023). Generasi ini tidak hanya menjadi
elemen penting dalam jumlah pemilih, tetapi juga berpotensi sebagai agen perubahan dalam

kepemimpinan politik dan tata kelola pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya, menyebut bahwa pembatasan usia
minimal untuk jabatan publik harus mempertimbangkan aspek inklusivitas dan kesetaraan.
Putusan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam **Pasal 28D ayat (3)
UUD 1945**, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan. Dengan menurunkan batas usia minimal calon presiden dan kepala daerah,
MK menunjukkan komitmen dalam memperluas partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih
muda yang jumlahnya signifikan dalam lanskap politik Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Penelitian oleh **Tapsell (2022)** juga mendukung putusan ini, menunjukkan bahwa
generasi muda di Indonesia memiliki kesadaran politik yang meningkat, terutama berkat akses
terhadap teknologi informasi dan media sosial. Mereka lebih kritis terhadap kebijakan politik dan
lebih cenderung mendukung calon pemimpin yang dinilai mampu menghadapi tantangan zaman

dengan pendekatan yang inovatif (Tapsell, 2022).

4.2 Implikasi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas usia calon presiden dan kepala
daerah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia.
Perubahan ini memerlukan revisi undang-undang yang mengatur pemilu, terutama **UU No. 7
Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya menetapkan usia minimal 40 tahun
bagi calon presiden dan kepala daerah. Selain itu, revisi juga diperlukan untuk memastikan bahwa
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aturan baru ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait

hak politik warga negara.

Selain revisi undang-undang, dampak yang lebih luas juga terlihat pada peningkatan
partisipasi politik generasi muda. Berdasarkan data dari **Badan Pusat Statistik (BPS)** dan
**Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, pemilih berusia 17 hingga 35 tahun mencapai lebih dari 52
juta orang pada Pemilu 2024, yang mencakup hampir 40% dari total pemilih nasional (BPS, 2023).
Hal ini menunjukkan potensi besar bagi generasi muda tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga

sebagai calon pemimpin yang mampu berkontribusi dalam pemerintahan.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari kritik. Meskipun putusan MK dinilai inklusif dan
membuka ruang partisipasi lebih besar bagi generasi muda, beberapa pihak khawatir bahwa usia
yang lebih muda tidak selalu menjadi indikator kualitas kepemimpinan yang baik. **Wahyuni
(2024)** menyoroti bahwa pengalaman, kedewasaan, dan kompetensi tetap menjadi faktor
penting dalam kepemimpinan politik. Menurutnya, menurunkan batas usia harus disertai dengan
sistem pendidikan politik dan rekrutmen yang memadai untuk memastikan calon-calon pemimpin
muda memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif (Wahyuni,
2024).

Sebagai contoh, banyak negara yang memberlakukan program pelatihan kepemimpinan
dan pendidikan politik untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi kompleksitas
birokrasi dan tantangan pemerintahan. Indonesia juga perlu mengadopsi pendekatan serupa agar
calon-calon muda yang mencalonkan diri tidak hanya memiliki semangat dan visi inovatif, tetapi

juga kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin.

4.3 Dampak terhadap Kualitas Demokrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi di
Indonesia melalui representasi yang lebih inklusif di tingkat kepemimpinan nasional dan daerah.
**Roberts & Millar (2020)** dalam penelitian mereka di Kanada menunjukkan bahwa

keterlibatan pemimpin muda dapat membawa perspektif baru yang inovatif dalam pengambilan
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kebijakan, serta mendorong perubahan yang lebih cepat dan responsif terhadap tantangan global
(Roberts & Millar, 2020).

Dengan semakin banyaknya calon pemimpin muda yang mencalonkan diri, diharapkan
juga terjadi diversifikasi dalam latar belakang calon pemimpin, baik dari segi usia, gender, maupun
pengalaman profesional. Hal ini sejalan dengan harapan bahwa pemerintahan yang inklusif dan

beragam akan lebih mampu mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Namun, keberhasilan reformasi ini sangat tergantung pada implementasi kebijakan yang
menyeluruh, termasuk mekanisme rekrutmen dan dukungan dari partai politik. **Sutrisno
(2022)** menyatakan bahwa partai politik memiliki peran kunci dalam mempersiapkan calon-
calon pemimpin muda yang kompeten dan berkualitas melalui program kaderisasi yang intensif
dan berkelanjutan (Sutrisno, 2022). Tanpa dukungan dari partai politik dan sistem rekrutmen yang
baik, penurunan batas usia calon presiden dan kepala daerah mungkin tidak akan memberikan

dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi.
5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia calon presiden dan
kepala daerah merupakan langkah signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melalui
peningkatan partisipasi politik generasi muda. Penurunan batas usia tersebut mencerminkan
adaptasi terhadap dinamika global yang mengharuskan pemerintah merespons tuntutan sosial dan
politik yang lebih inklusif serta modern. Dengan lebih dari 52 juta pemilih muda terdaftar pada
Pemilu 2024, putusan ini diharapkan dapat menciptakan ruang lebih besar bagi kaum muda untuk
berperan aktif tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa

perspektif baru dan inovatif dalam tata kelola pemerintahan.

Dari sisi implikasi hukum, putusan ini membutuhkan penyesuaian regulasi, khususnya
pada **UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum, agar konsisten dengan prinsip
konstitusi dan inklusivitas politik. Meski demikian, penurunan batas usia ini menuai Kritik,
terutama terkait pengalaman dan kompetensi pemimpin muda. Usia yang lebih rendah tidak selalu
menjamin kualitas kepemimpinan yang lebih baik, mengingat pentingnya kedewasaan dan

pengalaman dalam memimpin. Oleh karena itu, sistem pendidikan politik, pelatihan
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kepemimpinan, dan kaderisasi dalam partai politik menjadi faktor penting dalam memastikan

calon-calon muda memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.

Sehingga ini menjadi tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana memastikan bahwa
calon-calon muda yang maju dalam pemilihan umum memiliki kompetensi dan pengalaman yang

cukup untuk menjalankan pemerintahan.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan ini dalam memperkuat demokrasi sangat bergantung
pada implementasi yang komprehensif. Penurunan batas usia harus diiringi dengan strategi
rekrutmen dan kaderisasi politik yang efektif, serta dukungan partai politik dalam menyiapkan
pemimpin muda yang kompeten. Dengan demikian, keputusan ini berpotensi membawa perubahan
positif bagi sistem politik Indonesia, terutama dalam hal inovasi kebijakan dan representasi yang

lebih inklusif di tingkat pemerintahan nasional dan daerah.
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